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A. Pendahuluan 

Dalam perspektif historis, disiplin ilmu hubungan internasional, yang lahir ke 

muka bumi pada bulan April 1919 di Inggris, bertujuan untuk “mencegah 

peperangan” dan “menciptakan perdamaian” (Knusten, 1992). Sejarah peradaban 

manusia senantiasa dipenuhi oleh nuansa konflik, kekerasan, pertempuran dan 

peperangan (McWilliams & Piotrowski, 1990). Ketika terjadi peperangan, para 

diplomat berupaya sekuat tenaga melakukan negosiasi, persuasi, dan diplomasi 

untuk terciptanya perdamaian (Popescu, 2010). Hal ini sejalan dengan adagium 

terkenal: “sivis pacem para bellum”, “jika ingin berdamai maka bersiaplah untuk 

berperang” (Abrahamsson, 2013). “Perang” dan “Damai” adalah dua kata yang 

sangat familier bagi para penstudi hubungan internasional, khususnya para 

penganut paradigma realis. 

Menurut para penganut paradigma realis, situasi dan kondisi dunia hubungan 

internasional bersifat “anarkis”, tidak ada “hukum internasional”, tidak ada “norma 

internasional”, dan tidak ada “etika-moral internasional” (Waltz, 2008). Yang ada 

adalah “hukum rimba”, “siapa yang kuat dia yang akan menang”, “power makes 

right”, “kekuatan menentukan hak”, “homo homini lupus”, “manusia / negara 

adalah serigala bagi manusia / negara yang lain” (Donnelly, 2000). Mempelajari 

hubungan internasional adalah mempelajari “keteraturan” dalam dunia yang 

tidak “beraturan” (Siltz, 2009). Dalam pandangan realis, setiap negara akan selalu 

mementingkan kepentingan nasional-nya (national interest) masing-masing tanpa 

mengindahkan kepentingan internasional (international interest), kepentingan 
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dunia, (worl interest) dan kepentingan global (global interest) (Paleri, 2008). 

Negara yang lemah akan berpotensi untuk diinfiltrasi, dipenetrasi, diintervensi, 

diinvasi, dan diagresi negara yang kuat (Behr, 2007). 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: Bagaimana setiap negara 

mensikapi situasi dunia yang “kompetitif”, “agresif”, “konfliktual”, dan “anarkis” 

tersebut?. Paradigma realis menyarankan agar setiap negara mempersenjati diri, 

meningkatkan kekuatan militer, memodernisasi alutsista militer, menambah 

personil militer, dan menyusun strategi / taktik / operasi militer dalam rangka 

kesiapsiagaan perang untuk mengantisipasi ancaman militer negara lain (Gottman, 

1951). Perang memang harus dihindari, karena merugikan semua pihak, namun jika 

harus terjadi, maka setiap negara harus siap berperang, meskipun upaya diplomasi 

tetap dilakukan (Sidaway, James. 2001). Hal ini selaras dengan pendapat Carl von 

Clausewitz : “Perang adalah Diplomasi dengan cara lain”. 

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?. Banyak pihak menyatakan bahwa kecil 

kemungkinan bangsa Indonesia berperang dengan negara lain. Ancaman militer 

dari negara lain, dipandang oleh beberapa kalangan, lebih kecil dibandingkan 

dengan ancaman non militer dan ancaman hibrida. Pandangan ini tidak keliru, 

namun kurang tepat secara kontekstual karena akan membuat bangsa Indonesia 

“terlena” dan “lengah” serta kurang “siaga” dan kurang “waspada” dalam 

menghadapi ancaman militer global. Ditengah konstelasi global yang anarkis, 

kesiapan dan kesiagaan perang menghadapi ancaman militer asing harus 

dilakukan oleh bangsa Indonesia, terlebih lagi dengan meletusnya perang Nagorno 

Karabakh antara Armenia-Azerbaijan, perang Rusia-Ukraina yang belum usai, 

konflik abadi Israel-Palestina, dan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. 

Dalam konteks ini, just in case, bangsa Indonesia diserang oleh militer asing 

atau Indonesia diperangi oleh negara lain, maka semua komponen bangsa Indonesia 

harus siap menghadapinya, kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, sesuai 

dengan slogan: “Indonesia Cinta Damai, Namun Lebih Cinta Kemerdekaan”.  

Artinya, diperlukan kebijakan, strategi, dan upaya menghadapi ancaman militer 

global, menangkal serangan musuh, dan menangkis para agresor dari wilayah 

NKRI. Salah satu kesiapan dari sekian banyak kesiapan menghadapi peperangan 
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dan menangkal ancaman militer asing yang akan menyerang ke wilayah NKRI 

adalah “penataan wilayah pertahanan”. 

Kebijakan penataan wilayah pertahanan, atau masyarakat umum lebih 

mengenal dengan istilah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan, 

selama ini sudah tertuang dalam dokumen “Rencana Wilayah Pertahanan” (RWP) 

dan “Rencana Rinci Wilayah Pertahanan” (RRWP), yang dulu lebih dikenal dengan 

istilah Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Pertahanan. Namun demikian, dalam 

kenyataan di lapangan, implementasi RTRW Pertahanan seringkali “tidak sinergi”, 

“tidak sinkron”, dan bahkan “bertentangan” dengan RTRW Pembangunan, dimana 

RTRW Pertahanan menitikberatkan pada “security approach” dan RTRW 

Pembangunan lebih mengutamakan pada “prosperity approach”.  

Oleh karena itu, orasi ilmiah ini akan menyoroti tentang sinkronisasi RTRW 

pertahanan yang disusun oleh jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI dengan 

RTRW pembangunan yang disusun oleh jajaran K/L terkait dan Pemerintah 

Daerah. Pertanyaan penelitian (research questions) yang diajukan adalah : (1) Apa 

yang dimaksud dengan RTRW Pertahanan dan RTRW Pembangunan?; (2) 

Mengapa RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan Tidak Sinkron?; (3) 

Bagaimana Upaya yang harus dilakukan untuk Mensinkronkan RTRW 

Pertahanan dengan RTRW Pembangunan?. 

 

B. RTRW Pertahanan & RTRW Pembangunan 

Ditinjau dari aspek yuridis, UUD NRI Tahun 1945, pasal 30, ayat 2 

menegaskan secara eksplisit bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara 

Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). 

Selanjutnya, pasal 1, ayat 2, UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara 

menyatakan bahwa sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan 

semesta (Sishanta) (Puspitohadi, 2014). Dalam rangka mewujudkan sishanta, TNI 

sebagai komponen utama pertahanan negara, diberikan amanat dalam Pasal 7, ayat 

2, butir 8, UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI untuk memberdayakan wilayah 

pertahanan (Subagyo, 2012). 
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Untuk mendetailkan pemberdayaan wilayah pertahanan ini, pemerintah 

mengeluarkan PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan 

Negara, yang didalamnya terdapat RWP dan RRWP. Adapun Permenhan No. 22 

Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RRWP dan Perpang TNI No. 77 Tahun 

2022 tentang Pedoman Penyusunan RRWP TNI, merupakan pedoman teknis yang 

harus dijadikan pegangan bagi TNI dan ketiga matra angkatan dalam menyusun 

RTRW Pertahanan untuk menghadapi ancaman militer global (Subagyo, 2016). 

RTRW Pertahanan disusun, dirancang dan didesain oleh semua pemangku 

kepentingan yang ada di jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI, yang kemudian 

dijabarkan secara rinci dan teknis operasional di satuan komando kewilayahan 

(Satkowil) TNI, khususnya pengemban fungsi teritorial di TNI AD (Binter TNI AD, 

dengan produk RRWP Darat), pengemban fungsi potensi maritim TNI AL 

(Binpotmar TNI AL, dengan produk RRWP Laut), dan pengemban fungsi potensi 

dirgantara (Binpotdirga TNI AU, dengan produk RRWP Udara), yang tentunya 

lebih berorientasi pada “security approach”. 

Sedangkan RTRW Pembangunan diformulasikan dan dibuat oleh semua 

stakeholder terkait, khususnya jajaran Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan 

Pemerintah Daerah (Pemda), yang dijabarkan mulai dari tingkat Pusat, (berupa 

produk RTRW Nasional), sampai ke tingkat propinsi (berupa produk RTRW 

Propinsi) dan tingkat kabupaten / kota (berupa produk RTRW & RDTR Kab/Kota). 

RTRW Pembangunan ini lebih berorientasi pada “prosperity approach” dengan 

payung hukum berupa UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan PP No. 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang.  

 

C. Persepsi RTRW Pertahanan dan RTRW Pembangunan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, didapatkan data yang menunjukkan 

bahwa terdapat mis persepsi antara aparat birokrasi pemerintahan baik di jajaran 

pemerintah pusat (K/L), pemda propinsi dan kabupaten/kota dengan jajaran 

Kementerian Pertahanan dan TNI dalam memahami, memandang dan menyusun 

RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan (Subagyo, 2013). Proses 
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penyusunan RTRW Pembangunan oleh pemerintah daerah terlalu menekankan 

pada aspek pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya 

upaya mengakomodasi kepentingan pertahanan-keamanan. Hal yang sama juga 

terjadi pada jajaran TNI yang menyusun RTRW Pertahanan terlalu menekankan 

kepentingan pertahanan-keamanan, sehingga kurang menghiraukan aspek 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut ini :  

 

Tabel. Persepsi RTRW Pertahanan & RTRW Pembangunan 

No Persepsi Pemda Persepsi TNI 

 

1 Pemda memandang RTRW 

pertahanan hanya mementingkan 

security approach saja (seperti : 

aspek pertahanan semata, tanpa 

melihat aspek ekonomi, 

pembangunan & kesejahteraan). 

 

TNI memandang RTRW Pembangunan 

hanya mementingkan prosperity 

approach saja (seperti: aspek 

pembangunan ekonomi, mengejar PAD, 

pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat 

aspek pertahanan keamanan). 

2 Pemda menilai RTRW pertahanan 

kurang ilmiah, kurang kongkret, dan 

kurang realistis untuk diterapkan. 

 

TNI menilai RTRW Pembangunan 

banyak dikerjakan konsultan / kerjasama 

dengan pihak ketiga yang tidak paham 

situasi dan kondisi pertahanan keamanan 

wilayah.  

3 Pemda menganggap RTRW 

Pertahanan cocok diterapkan ketika 

dalam keadaan darurat perang, 

sedangkan Indonesia potensi perang 

relatif kecil. 

 

TNI menganggap RTRW Pembangunan 

pro pasar, terlalu mewadahi kepentingan 

komunitas bisnis, sehingga kadangkala 

dilanggar demi investasi & PAD semata. 

 

 

Persepsi dan pandangan yang berbeda ini banyak terjadi di berbagai daerah / 

wilayah di Indonesia yang tentunya menimbulkan permasalahan tidak sinkronnya 

antara RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan, antara RTRW Propinsi, 

RTRW Kabupaten dan RTRW Kota dengan RRWP Darat, RRWP Laut, dan RRWP 

Udara. Aspek pertahanan-keamanan kurang terwadahi dan kurang terkomodasi 

dalam dokumen RTRW pembangunan sehingga menimbulkan benturan pada level 

teknis operasional di lapangan dengan RTRW pertahanan. Sebagai misal dalam 

dokumen RRWP Darat, khususnya RRWP Kodam, RRWP Korem, dan RRWP 

Kodim terdapat klasifikasi daerah, berupa daerah depan, daerah komunikasi, daerah 
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belakang, dan daerah pangkal perlawanan, yang tidak diketahui dan tidak dipahami 

oleh jajaran pemerintah daerah sehingga berakibat pada tidak selarasnya dan tidak 

terwadahinya dalam dokumen RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota tentang 

maksud, tujuan dan manfaatnya bagi kepentingan pertahanan (Subagyo, 2015). 

Berikut ini akan diuraikan contoh persoalan di daerah yang menunjukan 

perlunya sinkronisasi antara RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan. Di 

suatu kabupaten di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga terdapat 

“gunung” yang dalam konteks RTRW Pertahanan dan RTRW Pembangunan bisa 

dipandang / dipersepsikan secara berbeda. Ditinjau dari aspek pariwisata, gunung 

tersebut memiliki potensi wisata, berupa air terjun, puncak kawah, lereng gunung, 

yang bisa dikembangkan dan dibangun untuk wisata alam, camping ground, 

outbound, dan fasilitas pendukung obyek wisata alam yang akan menghasilkan 

PAD dan kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari aspek ekonomi, gunung tersebut 

terdapat potensi pertambangan dan sumber mineral lainnya, yang cocok untuk 

dilakukan eksplorasi pertambangan untuk menambah PAD dan mendukung APBD. 

Ditinjau dari aspek bisnis, potensi kekayaan alam dalam gunung tersebut bisa 

menjadi daya tarik untuk mengundang investor domestik dan investor asing agar 

membangun perusahaan penambangan sehingga menyerap tenaga kerja, 

meningkatkan pajak, menggenjot ekspor pertambangan, dan menambah volume 

perdagangan luar negeri. Akan tetapi, meskipun secara “pariwisata”, secara 

“ekonomi”, dan secara “bisnis” sangat menguntungkan untuk dimanfaatkan bagi 

kepentingan kesejahteraan (prosperity), namun Ditinjau dari aspek pertahanan, 

gunung tersebut berada di wilayah perbatasan yang merupakan “daerah depan” 

yang rawan infilitrasi asing dan kejahatan lintas batas negara, yang tentunya 

dipersepsikan harus “steril” untuk kepentingan pertahanan sehingga cocok untuk 

dibangun markas TNI untuk “pengintaian”, “surveillance” dan lain-lain.  

Contoh permasalahan di atas tentu harus bisa diselesaikan secara 

komprehensif dengan melihat dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. 

Tidak bisa masalah ini hanya dilihat dari aspek prosperity approach saja, melainkan 

harus dipadukan pula dengan aspek security approach.  Menafikan salah satu aspek 

dari kedua pendekatan tersebut akan berakibat pada kurang sempurnanya RTRW 
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yang disusun dan diimplementasikan di lapangan. (Syakir, 2016). Hal ini sejalan 

dengan basis konseptual-teoritik bahwa kedua paradigma / pendekatan tersebut 

harus sejalan, dimana pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

(prosperity approach) tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan 

pertahanan dan stabilitas keamanan (security approach). Demikian pula sebaliknya, 

pembangunan pertahanan dan keamanan (security approach) tidak akan berhasil 

dengan optimal tanpa adanya dukungan dari pembangunan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat (prosperity approach) (Subagyo, 2015). 

 

D. Kebijakan “Amdal Pertahanan” 

Untuk menghindari benturan kepentingan antara Pemda dengan TNI dalam 

menyusun RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan, maka diperlukan 

langkah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk mensinkronkan penataan 

ruang yang mampu mengakomodasi dan mewadahi kepentingan kesejahteraan 

masyarakat (prosperity interest) dan kepentingan pertahanan keamanan (security 

interest). Salah satu “jembatan” untuk  mewujudkan sinkronisasi RTRW 

Pembangunan dengan RTRW Pertahanan adalah dengan membuat kebijakan 

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertahanan”. Amdal 

pertahanan harus dapat diterapkan oleh setiap Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota 

sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi 

semua pengusaha, pelaku usaha, masyarakat, maupun semua komponen bangsa 

yang ingin memanfaatkan ruang dan wilayah untuk kepentingan bangunan yang 

bersifat vital dan strategis. Artinya, setiap pembangunan obyek vital nasional 

(Obvitnas), infra struktur fisik, sarana prasarana, jalan, gedung, pabrik, pelabuhan, 

bandara, pemukiman, Perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain harus ada 

perijinan “amdal pertahanan” yang diterbitkan oleh Satkowil TNI setempat. 

Sebagai contoh, pembangunan gedung pemerintahan, baik gedung DPRD, 

gedung Pemda, gedung milik pemerintahan daerah lainnya, maupun pembangunan 

obyek vital lainnya harus memenuhi Amdal Pertahanan, yakni gedung-gedung 

pemerintahan tersebut harus dibangun dengan memperhatikan aspek dan 

kepentingan pertahanan, dengan menyediakan fasilitas hellypad, bunker, dan ruang 
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bawah tanah yang anti bom. Hal ini dirancang untuk mengantisipasi apabila suatu 

saat terjadi keadaan darurat perang, misalnya Indonesia berperang dengan negara 

lain, maka dapat dipakai untuk kepentingan pertahanan, penyelamatan pejabat 

pemerintahan, evakuasi pejabat VIP/VVIP, dan untuk tempat persembunyian atau 

evakuasi yang aman bagi masyarakat. Selain itu, kantor pemerintahan daerah harus 

dirancang terowongan bawah tanah yang menghubungkan dengan markas TNI, 

Polri, maupun kantor pemerintahan daerah yang strategis lainnya, sehingga 

memungkinkan mekanisme koordinasi antara sipil dan militer ketika negara dalam 

keadaan darurat perang. 

Demikian pula dengan pembangunan jalan tol misalnya, dimana harus ada 

Amdal Pertahanan. Jalan tol yang dibangun baik oleh pemerintah maupun swasta 

dan konsorsium jalan tol harus memenuhi Amdal Pertahanan. Artinya, jalan tol 

yang dibangun harus mampu dirancang untuk pendaratan pesawat tempur, landing 

dan take off pesawat tempur, maupun mampu dipergunakan untuk manuver / 

mobilitas kendaraan tempur berat, seperti tank, meriam, panser, dan kendaraan 

tempur berat lainnya, apabila kondisi dan situasi dalam keadaan darurat perang 

dengan negara lain. Hal ini sangat penting karena dalam keadaan darurat perang, 

sangat mungkin semua bandara lumpuh akibat dibombardir oleh negara lain ketika 

perang terjadi, sehingga jalan tol menjadi alternatif landing dan take off secara 

darurat, sebagaimana beberapa ruas jalanan di Singapura yang bisa didarati pesawat 

terbang / pesawat tempur untuk mengantisipasi apabila Bandara Changi hancur 

diserang musuh. 

Dalam kaitan ini, kita semua perlu mengambil pelajaran dari Korea Selatan, 

dimana jalanan umum di Kota Seoul terdapat banyak jalan yang menembus bukit 

atau jalan terowongan yang dalam keadaan damai dipergunakan untuk kepentingan 

lalu lintas kendaraan bagi masyarakat umum, namun ketika negara dalam keadaan 

darurat, misalnya diserang oleh Korea Utara, maka jalan terowongan tersebut bisa 

dipakai sebagai semacam “bungker” untuk kepentingan evakuasi warga, 

perlindungan masyarakat maupun kepentingan pertahanan lainnya dari serangan 

rudal dan bom pasukan Korea Utara. 
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Hal yang sama juga kita perlu berkaca pada jalur terowongan yang dibangun 

oleh Hamas di Jalur Gaza yang membentang secara bertingkat dan berkelok-kelok 

di bawah tanah sepanjang kurang lebih 500 Km, menghubungkan antara wilayah 

perkotaan, pedesaan, perbatasan, obyek pertahanan, dan terkoneksi dengan fasilitas 

militer lainnya, yang selama ini dipakai sebagai tempat atau “bungker” evakuasi 

tentara yang terluka, tempat berlindung dari serangan rudal Israel, tempat 

penyimpanan amunisi / senjata, tempat menggelar perang kota dengan taktik gerilya 

dan metode “hit and run” melawan tentara Israel, sehingga sangat menyulitkan 

tentara infanteri Israel untuk menguasai wilayah Jalur Gaza dan menakhlukan 

pejuang Hamas.  

Untuk mewujudkan sinkronisasi antara RTRW Pertahanan dengan RTRW 

Pembangunan, sebenarnya kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang ada di Propinsi 

Kalimantan Timur bisa dijadikan sebagai “pilot project”.  IKN harus dirancang 

menjadi “model”, “masterpiece”, “prototipe”, dan “Best Practice” Bagi Pemda 

(Propinsi dan Kab/Kota) dalam sinkronisasi dan harmonisasi RTRW pertahanan 

dengan RTRW pembangunan. Alasannya adalah kondisi eksisting wilayah IKN 

masih lahan kosong sehingga mudah untuk mendesainnya, kawasan IKN dikelola 

oleh Otorita IKN (OIKN) sehingga mudah koordinasinya, ditambah komitmen 

pemerintah terhadap pembangunan IKN sangat besar, dan alokasi anggaran yang 

besar dari APBN maupun kucuran dana dari investor, baik investor dalam negeri 

maupun investor luar negeri (Subagyo & Madjid, 2019). 

 Memang sampai dengan saat ini, masih ada beberapa kendala dalam 

sinkronisasi antara RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan, yakni: (1) 

Pemahaman Pemerintah Daerah, dimana masih ada sebagian jajaran pemerintah 

daerah propinsi, kabupaten dan kota yang belum memahami RTRW Pertahanan; 

(2) Pengetahuan masyarakat, dimana masih ada sebagian masyarakat baik 

Ormas, LSM, maupun NGO yang belum tahu secara detail tentang RTRW 

Pertahanan; (3) Partisipasi TNI, dimana kurang dilibatkannya unsur satkowil TNI 

dalam menyusun RTRW Pembangunan, baik dalam forum musrenbang, 

penyusunan naskah akademik (Nasmik), maupun formulasi Perda, sehingga pada 

akhirnya RTRW Pembangunan tidak sinkron dengan RTRW Pertahanan.  
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E. Kesiapan Sinkronisasi : Instrumental, Struktural, & Kultural 

Dalam melakukan sinkronisasi RTRW Pembangunan dengan RTRW 

Pertahanan, diperlukan berbagai langkah persiapan yang integral dan 

komprehensif, baik pada tataran komunikasi, koordinasi maupun kolaborasi. 

Pemerintah Daerah dan TNI merupakan elemen strategis untuk saling sinergis 

secara harmonis dalam mengantisipasi penataan ruang wilayah di daerah yang 

mampu mewadahi kepentingan “prosperity” dan kepentingan “security”. Kesiapan 

yang harus dilakukan untuk melakukan sinkronisasi RTRW Pembangunan dengan 

RTRW Pertahanan adalah sebagai berikut: 

Pertama, kesiapan instrumental. Artinya, diperlukan payung hukum 

berupa MoU sinkronisasi RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan antara 

jajaran Pemda dengan Satkowil TNI. Misalnya di satuan TNI AD, MoU antara 

Pemda Propinsi, Kabupaten / Kota dengan Kodam, Korem, dan Kodim sangat 

mendesak dilakukan sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak 

dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam penyusunan 

RTRW Pembangunan dengan RTRW Pertahanan Darat yang harmonis dan sinergis 

dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan “prosperity approach” 

dan kepentingan “security approach”. 

Kedua, kesiapan struktural. Artinya, diperlukan forum komunikasi, 

koordinasi, dan konsultasi dalam penyusunan RTRW Pembangunan dengan RTRW 

Pertahanan, yang mampu menyatukan persepsi dan menyamakan pandangan antara 

semua pihak terkait sehingga kepentingan kesejahteraan masyarakat dan 

kepentingan pertahanan keamanan mampu terwadahi dan terakomodasi dalam 

RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan. Forum ini merupakan wadah untuk 

saling diskusi, tukar informasi, tukar data, dan tukar pengalaman antara jajaran 

Pemda dengan Satkowil TNI. Forum ini nantinya harus dibentuk pada tingkat 

Propinsi dan Kabupaten / Kota, yang melengkapi forum yang telah ada sebelumnya, 

seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Ketiga, kesiapan kultural. Artinya, diperlukan perubahan mind set dan 

culture set dari semua elemen bangsa bahwa urusan pertahanan tidak hanya menjadi 
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domain TNI semata, melainkan merupakan tanggungjawab semua komponen 

bangsa, termasuk Pemda Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Jajaran Satkowil TNI 

harus memahami RTRW Pembangunan. Demikian pula sebaliknya, aparat 

birokrasi Pemerintah Daerah harus memahami RTRW Pertahanan, sehingga 

tercipta RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan yang berbasis pada 

keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach) 

dengan pendekatan pertahanan keamanan (security approach).  

  

F. Penutup 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka dalam orasi ilmiah 

ini, saya merekomendasikan usulan kepada pemerintah untuk diterbitkannya 

regulasi berupa “Peraturan Pemerintah (PP) atau Peratura Presiden (Perpres) 

tentang Sinkronisasi RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan, yang 

disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait, khususnya jajaran Kementerian 

Pertahanan dan jajaran Kementerian Dalam Negeri, di bawah koordinasi 

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, sebagai payung 

hukum bagi jajaran TNI dan jajaran Pemda dalam menyusun, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi RTRW Pertahanan dan RTRW 

Pembangunan agar berjalan secara sinkron, sinergis dan selaras.  
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